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A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh
beberapa negaranegara di dunia, termasuk negara Indonesia. Kemiskinan sering
dihubungkan dengan keterbelakangan dan ketertinggalan. Di samping itu
kemiskinan juga merupakan salah satu masalah sosial yang amat serius.
Permasalaban kemiskinan yang cukup kompleks membuat penanganannya harus
melibatkan semua pihak untuk bekerja sama dan melakukan koordinasi yang
optimal.

Pemerintah dituntut untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan.
Program BPNT merupakan suatu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi
beban pengeluaran penduduk miskin. Melalui program tersebut yang diharapkan
dapat memberikan manfaat yang nyata dalam perubahan pola pengeluaran rumah
tangga yaitu dengan peningkatan konsumsi pangan maupun non pangan rumah
tangga. Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah kebijakan
beras untuk keluarga miskin. Koutsoyianis (1975) berpendapat subsidi bahan
pangan kepada penduduk miskin akan meningkatkan kesejahteraan penerima
subsidi.

BPS (2015), Penerima Bantuan Pangan Non Tunai adalah keluarga,
selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). KPM yang
menerima bantuan merupakan sumber data yang dihasilkan dari Data Terpadu
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Data Terpadu pada Tahun 2015, dimana penerimanya memiliki kondisi social
ekonomi 25% terendah daerah pelaksana.

Kemudian Kementerian Sosial menyerahkan data penerima manfaat
tersebut kepada Bank penyalur dan pemerintah daerah untuk dibukakan rekening
dalam bentuk kit Kartu kombo seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang
dapat digunkan sebagai identitas KPM yang berfungsi sebagai tabungan dan uang
elektronik. Bantuan yang diberikan kepada KPM sebesar Rp.110.000,- / bulan
yang tidak bisa dicairkan dalam bentuk tunai tetapi hanya‘ bisa dicairkan dengan
beras dan atau telur di warong atau agen. Jika bantuan tidak digunakan atau
dicairkan pada bulan berjalan, dana bantuan tidak akan hilang tetapi akan
terakumulasikan dibulan berikutnya. Kartu tersebut memiliki system saving
account dan e-wallet atau dompet elektronik (Kemsos.go.id).

Tahun ini, salah satu program bantuan sosial (bansos) dari Kementerian
Sosial (Kemensos), yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan diubah
menjadi Program Sembako. Sejalan dengan pengubahan julukan tersebut, ada
pula beberapa kebijakan yang turut diubah.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Kemensos Andi
ZA Dulung mengatakan, “ditahun ini para keluarga penerima bantuan (KPM)
akan menerima nilai bantuan sebesar Rp150.000 per bulan, atau naik Rp40.000
dari tahun sebelumnya, yaitu Rp110.000. Jadi yang per bulan mereka
mendapatkan bantuan itu Rp110.000 sekarang menjadi Rp150.000 dan terakhir
mendapatkan Rp. 200.000 / KPM” (Kemsos.go.id).

Kemudian, Kemensos juga menambah jenis bahan pangan yang boleh
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yang dibeli hanya berupa beras dan telur, maka di tahun ini ada penambahan
sumber protein. Rincian komoditas bahan pangan yang ditambah oleh Kemensos
adalah sumber karbohidrat berupa beras atau bahan pangan lokal lain seperti
Jagung dan sagu. Sumber protein hewani berupa telur, ayam, dan ikan segar.
Sumber protein nabati berupa kacang-kacangan, termasuk tempe dan tahu. Ada
pula sumber vitamin dan mineral berupa sayur mayur, dan buah-buahan.

Ada empat tujuan dari program sembako di tahun ini. Pertama,
berdasarkan riset, bantuan ini dapat membantu belanja para penerima manfaat
selama 7-10 hari. Dengan kata lain, bantuan ini bertujuan mengurangi beban
pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran
bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik
Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara
non tunai, dengan menggunakan sistem perbankan. Dimana keuangan inklusif
sendiri menurut Bank Indoensia merupakan strategi nasional untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan
serta stabilitas sistem keuangan. Maka dari itu, pemerintah melalui Kementrian
Sosial melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai atau yang yang
disingkat dengan BPNT (Sanjaya, 2016).

Kementrian Sosial Republik Indonesia mengartikan program Bantuan
Pangan Non Tunai (BPNT) sendiri sebagai bantuan pangan dari pemerintah yang
diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui
mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-
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dengan Himpunan Bank Negara yang dalam hal ini di tangani langsung oleh Bank
BRI. Secara umum program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran
serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran
dan tepat waktu (Kemensos, 2017).

Suatu program dibentuk pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Berhasil
atau tidaknya program pemerintah, dapat dilihat dari tercapai atau tidak
tercapainya tujuan dari program tersebut. Target adanya suatu progam
penanggulangan kemiskinan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka
kemiskinan, namun juga berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya
melalui pelaksanaan yang efektif sehingga tujuan dapat tercapai.

Keberhasilan suatu program dapat dilihat melalui pengukuran efektivitas.
Makmur (2011:7), menjelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari
indikator-indikator ketepatan penentuan waktu, ketepatan dalam menentukan
pilihan, ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan-ketepatan sasaran.
Oleh karena itu, pengukuran efektivitas diperlukan karena efektivitas merupakan
unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam
setiap organisasi, kegiatan, atau program.

Pelaksanaan program bantuan, tidak semuanya tepat saran, tepat guna dan
efektif. Hasil penelitian terdahulu membuktikan, Pelaksanaan program bantuan
Kube pada masyarakat di Kota Palu belum berjalan dengan maksimal dan Efektif
(Putra, 2018).

Efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di
Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung

Tahun 2018 pelaksanaannya sudah berjalan efektif (Dini, Nurmalisa, & Halim,



2018). Pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Wonocolo sejauh ini telah
terlaksana secara tepat waktu, baik penyaluran dana bantuan pangan dari
pemerintah ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM), maupun penyaluran dana
bantuan operasional e-warong dari pemerintah ke pengelola e-warong, (Rosaliana
dan Hardjati, 2019).

Salah satu Kabupaten/Kota yang terpilih untuk menjadi sasaran
penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di
Lampung Tengah, khususnya di Kecamatan Terbanggi Besar, ini disalurkan
melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong). E-Warong adalah agen
bank atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur dan
ditentukan sebagai tempat Di wilayah Kecamatan Terbanggi Besar menjadi salah
satu Kecamatan yang menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di
Kabupaten Lampung Tengah. Namun jumlah KPM tersebut tidak sebanding
dengan jumlah e-warong yang hanya terdapat 1 e-warong. Hal ini tentu menjadi
salah satu perhatian karena dapat menimbulkan ketidakefektivan pelaksanaan
program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini.

Permasalahan lain dilapangan yaitu terdapat ketidaktepatan sasaran
penerima bantuan dimana berdasarkan fakta di lapangan masih ada penerima
BPNT yang memiliki kondisi ekonomi sangat baik padahal banyak warga lainnya
yang lebih layak menjadi penerima BPNT. Selain itu terdapat permasalahan
berkaitan dengan pemanfaatan dana bantuan yang tidak sebagaimana mestinya
dengan aturan yang telah ditetapkan terjadi pada warga penerima BPNT di
Kecamatan Terbanggi Besar sehingga menimbulkan berbagai reaksi di

masyarakat. Berikut adalah hasil prasurvey yang telah dilakukan dengan



memberikan pertanyaan “Apakah jumlah sembako yang diberikan sudah sesuai
dengan ketentuan yaitu senilai 15 kg beras dan 1 kg telur perbulan?” :

Tabel 1. Hasil wawancara dengan penerima BPNT

No Jawaban
Responden | Sangat sesuai | Sesuai Tidak sesuai
1. N
2. v
3. v
4, v
5. v
6. v
7. v
8. N

Sumber : Data Primer diolah

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tidak semua responden penerima
BPNT merasakan bahwa sembako yang diberikan sesuai dengan ketentuan.
Efektif atau tidaknya program dapat dilihat dari hasil akhir
program yakni sejauhmana tercapainya tujuan program. Untuk mengetahui
efektivitas pelaksanaan suatu program dapat dilakukan dengan analisis dengan
mengukur efektivitas dengan berbagai indicator berdasarkan konsep dan teori
yang ada.
Berdasarkan fenomena yang terjadi dan penelitian terdahulu diatas. Sehingga
dalam peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Analisis
Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”.

B. Perumusan masalah
Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis dapat

merumuskan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Program



Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten

Lampung Tengah ?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi program Bantuan
Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Terbanggi Besar Lampung
Tengah

2. Efektivitas Program BPNT di Kecamatan Terbanggi Besar Lampung
Tengah.

3. Manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan

Terbanggi Besar Lampung Tengah

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan
pemikiran dan bahan pertimbangan dalam penelitian langkah-langkah
pengambilan kebijakan dan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang
lebih baik khususnya yang berkaitan dengan Efektivitas Program BPNT pada
masyaraka Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah.
2. Bagi Penulis

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di bangku
kuliah dan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan, serta dapat menjadi

bukti empiris pada penelitian dimasa yang akan datang Kkhususnya



menyangkut Efektivitas Program BPNT pada masyarakat Kecamatan
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
3. Bagi Universitas Muhammadiyah Metro

Diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan sehingga dapat
digunakan untuk bahan pertimbangan bagi pembaca dan pengguna tesis ini

dikemudian hari, khususnya bagi mahasiswa UM Metro.

E. Asumsi Penelitian

Asumsi merupakan gagasan primitif, atau gagasan tanpa penumpu yang
diperlukan untuk menumpu gagasan lain yang akan muncul kemudian. Asumsi
diperlukan untuk menyuratkan segala hal yang tersirat. Dengan penyuratan itu
terbentuk suatu konteks untuk mewadahi pemikiran.

Di dalam penelitian, asumsi atau anggapan dasar sangat perlu untuk
dirumuskan secara jelas sebelum melangkah mengumpulkan data. Perlunya
peneliti merumuskan asumsi atau anggapan dasar adalah untuk: 1) dasar pijakan
yang kokoh bagi masalah yang sedang diteliti, 2) mempertegas variabel yang
menjadi pusat perhatian, dan 3) menentukan dan merumuskan hipotesis. Asumsi
dalam penelitian ini adalah “Program BPNT pada masyarakat Kecamatan

Terbanggi Besar Lampung Tengah sudah Efektif”.

F. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang Lingkup Penelitian ini adalah meneliti Program BPNT pada
masyarakat,Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah sudah Efektif. Dengan

jenis penelitian Deskriptif dan metode yang yang digunakan adalah kuisioner



dengan butir pertanyaan hasil sintesis teori mengenai Program BPNT pada

masyarakat, Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah sudah Efektif.



